BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran

Kepala Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap

Pengelolaan Aset Desa di Desa Tanjung Karet Kecamatan

Air - Besi Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset

Desa Perspektif siyasah tanfidziyah, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Peran Kepala desa dalam pembinaan dan pengawasan
pengelolaan aset desa telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Kepala
desa menjalankan fungsi pembinaan melalui pemberian
arahan, koordinasi, dan pembagian tugas kepada
perangkat desa dalam pengelolaan aset. Sementara itu,
fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap
tahapan pengelolaan aset desa dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian

156



157

menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa telah
mengalami perbaikan, ditandai dengan meningkatnya
koordinasi antara kepala desa dan perangkat desa,
meningkatnya keamanan aset desa, serta mulai
dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan aset desa.
Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya
optimal karena masih terbatasnya sosialisasi kepada
masyarakat, transparansi informasi mengenai aset desa,
serta pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan aset
desa.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan peran
Kepala Desa dalam pembinaan dan pengawasan
pengelolaan aset desa telah mencerminkan prinsip
amanah, keadilan, tanggung jawab, pengawasan, dan
kemaslahatan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan aset desa berkewajiban menjalankan
tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab demi
menjaga kepentingan masyarakat. Namun demikian,

pelaksanaan prinsip-prinsip  tersebut masih  perlu
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ditingkatkan, terutama dalam aspek transparansi,
partisipasi  masyarakat, dan  pembinaan  yang
berkelanjutan, sehingga pengelolaan aset desa dapat
terlaksana secara lebih akuntabel, transparan, serta
sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun
2016 dan nilai-nilai Siyasah Tanfidziyah.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang
telah dipaparkan, maka penulis mengemukakan beberapa
saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa
di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten
Bengkulu Utara,maka peneliti memberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,khususnya
Kepala Desa dan instansi terkait,diharapkan dapat
meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara lebih

intensif dan berkelanjutan terhadap pengelolaan aset
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desa,serta memperluas kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya
pengelolaan aset desa.

Bagi Pemerintah Desa Tanjung Karet, diharapkan dapat
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset desa
dengan memberikan informasi yang lebih terbuka
kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam
proses pengelolaan dan pengawasan aset desa.

Bagi Masyarakat Desa Tanjung Karet, diharapkan dapat
berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga aset desa
serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan aset desa demi
terwujudnya tata kelola aset desa yang baik dan
bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Bagi Peneliti
Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan
penelitian mengenai pengelolaan aset desa dengan fokus
yang lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi
bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang Hukum Tata Negara Islam dan Figh Siyasah
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